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PELAKSANAAN KREDIT KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI

Menimbang :

DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa dalam rangka pendanaan program peningkatan
ketahanan pangan dan energi di bidang kelautan dan
perikanan serta dengan ditetapkannya Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.05/2010 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 79/PMK.05/2007 tentang Kredit Ketahanan
Pangan dan Energi, perlu dilakukan penyesuaian
terhadap kegiatan usaha, subjek penerima, dan tingkat
plafon yang dapat didanai melalui kredit ketahanan
pangan dan energi di bidang kelautan dan perikanan;

bahwa dalam rangka optimalisasi pendanaan untuk
program peningkatan ketahanan pangan dan energi di
bidang kelautan dan perikanan, perlu meninjau
kembali Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Nomor PER.O6/MEN/2009 tentang Pedoman
Pelaksanaan Kredit Ketahanan Pangan di Bidang
Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Nomor PER.0O1/MEN/2010;
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Mengingat

1.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan  Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan tentang Pelaksanaan Kredit Ketahanan
Pangan dan Energi di Bidang Kelautan dan Perikanan;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3790);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3502);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana diubah
dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5073);

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 76 Tahun 2011;

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara,
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon |
Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
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8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan
Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.05/2007
tentang Kredit Ketahanan Pangan dan Enerqi,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Keuangan Republik Indonesia  Nomor
198/PMK.05/2010;

10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG PELAKSANAAN KREDIT KETAHANAN PANGAN
DAN ENERGI DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Program ketahanan pangan adalah upaya peningkatan produksi dan
produktivitas usaha perikanan yang menghasilkan pangan ikan.

2. Kredit Ketahanan Pangan dan Energi di Bidang Kelautan dan
Perikanan, yang selanjutnya disingkat KKP-E, adalah kredit investasi
dan/atau modal kerja yang diberikan dalam rangka mendukung
pelaksanaan program ketahanan pangan dan energi di bidang kelautan
dan perikanan.

3. Rencana definitif kebutuhan kelompok, yang selanjutnya disingkat
RDKK, adalah rencana kebutuhan kredit kelompok dalam rangka
program ketahanan pangan, untuk 1 (satu) periode tertentu, yang
disusun melalui musyawarah anggota kelompok atas dasar program
kelompok dan satuan biaya, dan dilengkapi dengan rencana
pembayaran kembali kredit yang akan diperoleh.

4. Rencana definitif kebutuhan perseorangan, yang selanjutnya disingkat
RDKP, adalah rencana kebutuhan kredit perseorangan dalam rangka
program ketahanan pangan, untuk 1 (satu) periode tertentu, program
perseorangan dan satuan biaya, dan dilengkapi dengan rencana
pembayaran kembali kredit yang akan diperoleh.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Kebutuhan indikatif adalah biaya maksimum untuk setiap komoditas
yang didanai KKP-E per satuan luas dan/atau per unit usaha yang
ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.

Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan
yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara
apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat,
mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah
dan/atau mengawetkannya.

Pembudidayaan ikan  adalah kegiatan untuk  memelihara,
membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya
dalam lingkungan vyang terkontrol, termasuk kegiatan yang
menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan,
mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan
penangkapan ikan.

Pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan
pembudidayaan ikan.

Kelompok usaha bersama, yang selanjutnya disingkat KUB, adalah
kelompok usaha di bidang penangkapan ikan yang beranggotakan
minimal 10 (sepuluh) orang nelayan yang berada di sentra-sentra
nelayan dan/atau pelabuhan perikanan.

Kelompok pembudidaya ikan, yang selanjutnya disingkat Pokdakan,
adalah kelompok usaha di bidang pembudidayaan ikan sejenis yang
beranggotakan minimal 10 (sepuluh) pembudidaya ikan.

Koperasi adalah koperasi primer sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang
anggotanya terdiri dari Calon peserta/peserta KKP-E, yang bergerak di
bidang kelautan dan perikanan.

Mitra usaha adalah badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha
milik swasta dan/atau badan usaha milik daerah (BUMD), atau
koperasi yang berbadan hukum dan memiliki usaha di bidang kelautan
dan perikanan.

Tenaga pendamping adalah penyuluh perikanan dan/atau petugas
konsultan keuangan mitra bank yang telah dilatih oleh Bank Indonesia
dan diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, serta hak secara penuh
untuk membantu pelaksanaan program KKP-E.

Bank pelaksana adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
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16.Dinas adalah dinas provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi
perikanan.

17.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perikanan Tangkap atau
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya sesuai dengan kewenangannya.

18. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.
BAB lI
USAHA YANG DIBIAYAI
Pasal 2

KKP-E di bidang kelautan dan perikanan digunakan untuk kegiatan
usaha:

a. Pengadaan pangan di bidang perikanan meliputi pembelian ikan hasil
tangkapan dan ikan hasil budidaya untuk menjamin stabilitas harga.

b. Penangkapan ikan, meliputi kegiatan usaha penangkapan dengan
menggunakan alat penangkapan ikan (API):

1) jaring lingkar (surrounding nets);

N

pukat tarik (seine nets);

W

pukat hela (trawls);

N

penggaruk (dredges);

o Ol

jaring insang (gillnets and entangling nets);

\l

)

)

)

)

) jaring angkat (lift nets);
)

) perangkap (traps);

)

8

c. Pembudidayaan ikan, meliputi:

pancing (hooks and lines);

1) kegiatan usaha pembenihan:
a) air tawar, yaitu ikan lele, mas, nila, patin, dan gurame;
b) air payau, yaitu udang, dan bandeng;
c) air laut, yaitu rumput laut, kerapu, dan kakap.

2) kegiatan usaha pembesaran:

a) air tawar, yaitu ikan lele, nila, mas, patin, gurame, dan ikan
hias;

b) air payau, yaitu udang, kerapu, kakap, dan bandeng;

c) air laut, yaitu rumput laut (eucheuma atau gracilllaria), kerapu,
dan kakap.
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